
CASABLANCA(IM) 
- Sebanyak 24 orang tewas 
setelah hujan lebat menye-
babkan banjir di pabrik tek-
stil bawah tanah ilegal di 
rumah pribadi di Maroko .

Kejadian mengejut-
kan itu dilaporkan kantor 
berita Maroko, MAP, pada 

Senin (8/2).
“Petugas penyelamat men-

emukan 24 mayat di bangunan 
Tangiers dan menyelamatkan 
10 orang yang selamat yang 
dibawa ke rumah sakit,” un-
gkap otoritas setempat pada 
kantor berita MAP.

Pencarian korban masih 

terus dilakukan. Outlet me-
dia lokal mengindikasikan 
setidaknya beberapa korban 
mungkin tersengat listrik saat 
air banjir yang masuk meng-
ganggu fasilitas listrik.

Maroko mengalami hujan 
deras dalam beberapa pekan 
terakhir, setelah kemarau 

Sistem drainase yang 
tidak terawat sering mem-
perburuk banjir di kota-
kota Maroko.

Lima puluh orang tewas 
akibat banjir pada 2014 
yang disebabkan oleh hujan 
lebat di selatan Maroko. 

 ans

panjang.
“Pada awal Januari, cua-

ca buruk menyebabkan be-
berapa bangunan roboh di 
Casablanca, ibu kota eko-
nomi Maroko, menyebabkan 
setidaknya empat korban 
meninggal,” ungkap laporan 
media lokal.

Pabrik Bawah Tanah di Maroko Diterjang Banjir, 24 Orang Tewas

JENEWA(IM) - Pakar 
hak asasi manusia (HAM) Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mendesak 57 negara memulang-
kan hampir 10.000 warganya 
yang ditahan di kamp-kamp di 
timur laut Suriah .

Mereka adalah wanita dan 
anak-anak yang terkait pejuang 
Negara Islam Irak dan Su-
riah (ISIS) yang ditahan dalam 
kondisi “sub-manusia” tanpa 
proses hukum.

Sesuai hukum internasional, 

negara-negara ini memiliki kew-
ajiban memulangkan warganya. 
“Jika ada bukti, lakukan tuntutan 
hukum pada orang dewasa atas 
kejahatan perang atau pelang-
garan lain di pengadilan yang adil 
di pengadilan domestik mereka,” 
papar para pakar HAM PBB, 
dilansir Reuters.

Sekitar 9.462 wanita dan 
anak-anak warga asing terma-
suk di antara lebih dari 64.600 
orang yang ditahan di kamp 
al-Hol dan Roj, yang dijalankan 
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YANGON(IM) - Pen-
gunjuk rasa kembali berdemon-
strasi empat hari berturut-turut. 
Media setempat melaporkan 
demonstran memenuhi jalanan 
walaupun pemerintah militer 
melarang masyarakat berkum-
pul. Pemerintah melarang per-
temuan lebih dari lima orang di 
Yangon dan Mandalay.

Militer juga memberlaku-
kan jam malam dari pukul 
20.00 hingga 04.00 waktu 
setempat. Kebijakan itu diter-
apkan satu hari usai pemimpin 
junta Min Aung Hlaing men-
gatakan tidak ada yang di atas 
hukum. Tetapi ia tidak me-
nyampaikan ancaman langsung 
ke pengunjuk rasa. 

Namun, stasiun televisi mi-
lik pemerintah memperingat-
kan ‘tindakan harus diambil 
berdasarkan undang-undang 
yang berlaku’. “Pada setiap 
pelanggaran yang mengganggu, 
mencegah dan merusak stabili-
tas negara, keamanan publik dan 
supremasi hukum,” kata stasiun 
televisi itu, Selasa (9/2).

Meski sudah ada perin-
gatan tetapi masyarakat Myan-
mar tetap menggelar unjuk 
rasa. Berdasarkan foto-foto 
yang tersebar di media sosial 
terlihat warga berkumpul di 
Insein dan Mandalay.

“Kami tidak takut den-
gan peringatan, itulah men-
gapa keluar hari ini, kami tidak 
menerima alasan kecurangan 
pemilu, kami tidak meng-
inginkan kediktatoran militer,” 
kata seorang guru Thein Win 
Soe seperti dikutip BBC.

Pada Senin (8/2) malam 
lalu, Panglima Militer Jenderal 
Min Aung Hlaing menyam-
paikan pidato pertamanya 
sejak kudeta 1 Februari lalu. Ia 
mengatakan pengambilalihan 
kekuasaan dapat dibenarkan 
secara hukum karena ‘kecuran-
gan dalam pemilihan umum’.

Ia mengatakan komisi pe-
milu gagal menyelidiki penyim-
pangan daftar pemilih dalam 

pemilihan bulan November 
lalu dan tidak menggelar kam-
panye yang adil. Komisi pemilu 
mengatakan tidak ada bukti 
kecurangan dalam pemilu.

Min Aung Hlaing yang me-
makai seragam militer dalam 
pidato tersebut berjanji akan 
menggelar pemilu dan me-
nyerahkan kekuasaan pada 
pemenangnya. Ia mengatakan 
‘reformasi’ komisi pemilu akan 
diawasi.

Ia juga mengatakan kekua-
saannya akan ‘berbeda’ dari 
kekuasaan militer di Myanmar 
selama 49 tahun. Kekuasaan 
militer yang berakhir pada tahun 
2011 itu bertanggung jawab atas 
penindakan keras yang mengaki-
batkan kematian dalam unjuk 
rasa tahun 1988 dan 2007.

Min Aung Hlaing berbicara 
mengenai meraih ‘demokrasi 
yang benar dan disiplin’. Frasa 
yang dicemooh penentang 
kudeta di media sosial.

Senin kemarin (8/2) pulu-
han ribu orang berkumpul di 
ibu kota Nay Pyi Taw untuk 
memprotes kudeta militer. BBC 
melaporkan jumlah pengunjuk 
rasa di kota Mandalay dan Yan-
gon juga besar. Guru, pengacara, 
pegawai bank dan pegawai neg-
eri turut turun ke jalan.

Dilaporkan sejumlah orang 
terluka tapi tidak ada laporan 
kekerasan dalam unjuk rasa-
unjuk rasa itu. Tetapi polisi 
menembakkan water canon 
untuk membubarkan pen-
gunjuk rasa di Nay Pyi Taw. 
Sebuah video menunjukkan 
para demonstran mengusap 
wajah mereka yang basah dan 
membantu pengunjuk rasa 
lainnya yang terpelanting ter-
kena tembakan water canon.  

Kyaw Zeyar Oo yang men-
gambil video itu mengatakan 
dua kendaraan polisi men-
embakan water canon tanpa 
peringatan sebelumnya. “Se-
mentara massa berunjuk rasa 
dengan damai di depan polisi,” 
katanya.  gul

Demonstran Myanmar Kembali 
Protes Lawan Larangan Berkumpul

Penahanan di kamp milisi ISIS dinilai su-
dah tak manusiawi.

PBB Desak 57 Negara Pulangkan 
Warga dari Kamp Milisi ISIS

Januari di kamp al-Hol, yang 
menampung pengungsi internal 
dan keluarga pejuang ISIS.

“Kanada, Finlandia dan 
Kazakhstan telah memulang-
kan beberapa warga negara,” 
ungkap Ni Aolain.

Dia membandingkan “pe-
nahanan ilegal” itu dengan ter-
sangka keamanan yang ditahan 
di fasilitas penahanan Amerika 
Serikat (AS) di Teluk Guanta-
namo selama bertahun-tahun 
tanpa dakwaan.

“Wanita dan anak-anak ini 
adalah pendobrak yang tepat 
untuk semua ketakutan negara 
dan publik. Mereka dijadikan 
objek kebencian, ejekan dan 
aib,” papar dia.  tom

“Para wanita dan anak-
anak ini hidup dalam apa yang 
hanya dapat digambarkan 
sebagai kondisi yang mengeri-
kan dan sub-manusia. Kondisi 
di kamp-kamp ini mungkin 
mencapai ambang penyiksaan, 
perlakuan tidak manusiawi dan 
merendahkan sesuai hukum in-
ternasional,” papar Ni Aolain.

“Beberapa wanita telah 
dipersiapkan secara online 
sebagai pengantin pejuang 
ISIS, sementara anak-anak 
tidak tahu apa yang membawa 
mereka ke sana,” ujar dia.

PBB mengatakan bulan lalu 
telah menerima laporan dari 
12 warga Suriah dan Irak yang 
dibunuh pada paruh pertama 
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RIYADH(IM) - Putra 
Mahkota Arab Saudi, Mo-
hammed bin Salman (MBS), 
mengatakan pemerintah 
akan membahas serangkaian 
rancangan undang-undang 
(RUU) baru. Aturan tersebut 
dirancang untuk meningkat-
kan efi siensi dan integritas 
sistem peradilan kerajaan.

“Undang-undang baru 
mewakili gelombang baru 
reformasi yang akan mening-
katkan keandalan prosedur dan 
mekanisme pengawasan seb-
agai landasan dalam mencapai 
prinsip keadilan, memperjelas 
garis akuntabilitas,” kata MBS 
dalam pernyataannya.

Laporan kantor berita 
negara Saudi SPA pada Senin 
(8/2), menyatakan RUU baru 
ini akan melingkupi hukum 
status pribadi, hukum tran-
saksi perdata, hukum pidana 
sanksi diskresioner dan hu-
kum bukti.

Saat ini aturan itu sedang 
diselesaikan, kemudian akan 
diserahkan ke kabinet serta 
badan-badan terkait dan de-
wan penasihat Syura, sebelum 
akhirnya disetujui.

MBS telah meluncurkan 
serangkaian reformasi sosial 
dan ekonomi yang bertujuan 
untuk memodernisasi kera-
jaan. Negara ini tidak memiliki 
sistem hukum yang dikodifi -

kasi sesuai dengan teks-teks 
syariah atau hukum Islam.

Tidak adanya undang-
undang tertulis yang menga-
tur insiden tertentu selama 
beberapa dekade mengaki-
batkan ketidaksesuaian dalam 
putusan pengadilan dan liti-
gasi yang berkepanjangan. 
Kondisi ini melukai banyak 
orang Saudi, kebanyakan 
perempuan.

Riyadh, misalnya, telah 
lama mengalami kecaman 
internasional atas sistem per-
walian yang menugaskan 
setiap persetujuan kerabat 
laki-laki diperlukan untuk 
berbagai keputusan besar 
sepanjang hidup seorang 
perempuan. Undang-undang 
tersebut direformasi pada 
Agustus 2019.

“Ini menyakitkan bagi 
banyak individu dan keluarga, 
terutama perempuan, sehingga 
memungkinkan beberapa un-
tuk menghindari tanggung 
jawab mereka. Ini tidak akan 
terjadi lagi setelah undang-
undang ini diundangkan sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan,” kata MBS.

MBS tidak merinci ten-
tang reformasi yang akan 
masuk dalam RUU tersebut. 
Namun, aturan baru ini akan 
diumumkan secara berturut-
turut pada 2021.  ans

MBS Umumkan Reformasi Hukum di Saudi

HUJAN SALJU DI JERMAN 
Hujan salju menghambat lalu lintas di Motor-
way A4 di dekat Dresden, Jerman, Senin (8/2). 

IDN/ANTARA

otoritas Kurdi Suriah.
“Masalah ini sangat mende-

sak,” ujar Fionnuala Ni Aolain, 
pelapor khusus PBB untuk 
melindungi hak asasi manusia 
sambil melawan terorisme.

Dia mengatakan itu setelah 
para pakar independen menge-
luarkan pernyataan bersama.

Dia menyebut daftar 57 
negara itu termasuk Inggris, 
China, Prancis, Federasi Rusia, 
dan Amerika Serikat, sebagai 
“daftar yang memalukan”.

Dia juga mengecam pen-
ingkatan dalam pelucutan ke-
warganegaraan. Menurut dia, 
meninggalkan seseorang tanpa 
kewarganegaraan adalah me-
langgar hukum.

UNJUK RASA DI MYANMAR
Polisi menyemprotkan kanon air ke arah pengunjuk rasa yang berdemonstrasi atas kup dan menuntut dibebaskannya 
pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Naypyitaw, Myanmar, Senin (8/2). 

IDN/ANTARA

DAMASKUS(IM)- Ke-
lompok ISIS pada Senin me-
nyergap konvoi pasukan rezim 
Suriah di wilayah Deir Ezzor. 
Sebanyak 26 orang tewas, 
termasuk tujuh tentara Suriah.

Observatorium Suriah 
untuk Hak Asasi Manusia 
yang berbasis di Inggris mel-
aporkan penyergapan dini 
hari terjadi ketika konvoi 
rezim Damaskus menyisir 
daerah itu untuk mencari 
gerilyawan, setelah serang-
kaian serangan baru-baru ini.

“Bentrokan kekerasan 
antara kedua belah pihak me-
nyebabkan kerugian besar 
bagi kemanusiaan,” katanya, 
menyebut jumlah korban dari 
pertempuran itu terbesar sejak 
awal tahun ini, seperti dikutip 
Gulf  News, Selasa (9/2).

Kepala Observatorium 
Rami Abdel Rahman men-
gatakan setidaknya tujuh dari 
26 yang tewas adalah tentara 
Suriah, sementara korban 
yang tersisa sebagian besar 
adalah milisi Suriah.

Selain itu, kata Observa-
torium, 11 militan ISIS juga 
tewas. Kelompok ISIS meny-
erbu sebagian besar Suriah dan 
Irak dan memproklamasikan 
“kekhalifahan” lintas batas 
pada tahun 2014, sebelum 
berbagai serangan di kedua 

negara tersebut menyebabkan 
kekalahan teritorialnya.

Kelompok itu kehilangan 
wilayah terakhirnya di Su-
riah pada Maret 2019, tetapi 
dalam beberapa bulan terakh-
ir mereka telah meningkatkan 
serangan terhadap pasukan 
rezim Suriah loyalis Presiden 
Basha al-Assad, terutama di 
bagian timur negara yang 
berbatasan dengan Irak.

Minggu lalu, ISIS mem-
bunuh 19 serdadu rezim Suriah 
dan pasukan milisi sekutunya 
di Suriah tengah. Pada bulan 
Desember lalu, hampir 40 tentara 
Suriah terbunuh ketika ISIS meny-
ergap sebuah bus yang membawa 
tentara yang sedang dalam perjala-
nan pulang untuk liburan.

Laporan PBB yang diter-
bitkan bulan ini mengatakan 
daerah gurun di provinsi Deir 
Ezzor menyediakan “tem-
pat berlindung” bagi militan 
yang merencanakan serangan 
terhadap pasukan rezim dan 
saingan lainnya. Menurut PBB, 
ISIS mempertahankan sekitar 
10.000 milisi aktif  di Irak dan 
Suriah, meskipun mayoritas 
dilaporkan berada di Irak.

Data Observatorium me-
nyebutkan perang di Suriah 
telah menewaskan lebih dari 
387.000 orang sejak dimulai 
pada 2011.  gul

ISIS Sergap Konvoi Pasukan Rezim 
Suriah, 26 Orang Tewas

UNJUK RASA DI LUAR PENGADILAN NEGERI YERUSALEM
Pengunjuk rasa membawa balon mirip dengan penyakit virus korona 
(COVID-19) saat berdemonstrasi terhadap Perdana Menteri Benjamin 
Netanyhu saat sidang korupsinya sedang berlangsung, di luar Pengadilan 
Negeri Yerusalem, Senin (8/2). 

IDN/ANTARA

Jaksa Jerman Tuntut Pria Berusia 
100 Tahun Terkait Nazi

BERLIN(IM)  - Jaksa 
penuntut Jerman menuntut 
seorang pria Jerman berusia 
100 tahun sebagai pendu-
kung dalam pembunuhan 
3.518 orang yang diduga 
dilakukan ketika ia menjadi 
penjaga di kamp konsentrasi 
Sachsenhausen selama paruh 
kedua Perang Dunia Kedua.

Menurut televisi pub-
lik NDR, tersangka saat ini 
tinggal di timur laut negara 
bagian Brandenburg. Ia di-
tuduh berkontribusi secara 
“material dan sengaja” pada 
peristiwa pembunuhan di 
kamp konsentrasi.

NDR melaporkan bahwa 
pria tersebut diduga pernah 
bekerja di kamp konsentrasi 
Sachsenhausen antara tahun 
1942 hingga 1945.

Kamp Sachsenhausen, 
yang didirikan di dekat Berlin 
pada 1936, terkenal kare-
na eksperimen awal pem-
bunuhan narapidana dengan 
gas dalam suatu uji coba 
pembunuhan jutaan orang di 
kamar gas Auschwitz.

Para jaksa dan pejabat 
pengadilan di Neuruppin, 
tempat tuntutan itu diaju-
kan, tidak segera menang-
gapi permintaan komentar. 
Dalam beberapa tahun tera-
khir, jaksa penuntut Jerman 
telah mengajukan tuntutan 
terhadap beberapa mantan 
pengawas kamp konsentrasi 
yang sudah lanjut usia.

Hal itu dilakukan un-
tuk mengambil kesempatan 
terakhir dalam menjamin 
keadilan bagi jutaan orang 
yang tewas di banyak kamp 
Nazi Jerman, termasuk orang 
Yahudi, gipsi, serta para gay 
dan tahanan politik.

Tahun lalu, Bruno D. 
yang berusia 93 tahun di-
hukum karena dakwaan 
sebagai pendukung dalam 
pembunuhan 5.230 orang, 
sementara pekan lalu jaksa 
umum telah mendakwa sek-
retaris kamp di Stutthof, 
Irmgard F. yang berusia 95 
tahun. Ia diduga terlibat 
dalam pembunuhan 10 ribu 
orang.  gul

Rezim Kim Jong-un Masih Kembangkan 
Senjata Nuklir Korut Selama 2020

NEW YORK CITY(IM)- 
Rezim Kim Jong-un memper-
tahankan dan terus mengem-
bangkan program senjata nuk-
lir dan rudal balistik Korea 
Utara (Korut) sepanjang tahun 
2020. Tindakan tersebut me-
langgar sanksi internasional.

Kegiatan pengembangan 
senjata rezim Pyongyang itu 
terungkap dari laporan rahasia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) yang dilihat oleh Reuters 
kemarin.

Laporan oleh pengawas 
sanksi independen mengatakan 
Pyongyang “memproduksi 
bahan fi sil, memelihara fasili-
tas nuklir dan meningkatkan 
infrastruktur rudal balistiknya” 
dan terus mencari bahan dan 
teknologi untuk program terse-
but dari luar negeri.

Laporan tahunan kepada 
komite sanksi Korea Utara 
Dewan Keamanan PBB mun-
cul hanya beberapa minggu 
setelah Presiden Amerika Seri-
kat (AS) Joe Biden menjabat. 
Seorang juru bicara Departe-
men Luar Negeri AS kemarin 
mengatakan bahwa pemerintah 
merencanakan pendekatan baru 

kepada Korea Utara, termasuk 
peninjauan penuh dengan se-
kutu “pada opsi tekanan yang 
sedang berlangsung dan potensi 
diplomasi di masa depan.”

Pemimpin Korea Utara 
Kim Jong-un dan mantan 
Presiden AS Donald Trump 
telah bertemu tiga kali pada 
2018 dan 2019, tetapi gagal 
membuat kemajuan pada se-
ruan AS kepada Pyongyang 
untuk menyerahkan senjata 
nuklirnya dan tuntutan Korea 
Utara untuk diakhirinya sanksi.

Pada tahun lalu, menurut 
laporan PBB, Korea Utara me-
nampilkan sistem rudal balistik 
jarak pendek, rudal balistik jarak 
menengah, rudal kapal selam 
dan rudal balistik antarbenua 
baru dalam parade militer.

Laporan PBB mengatakan 
negara anggota yang tidak dise-
butkan namanya telah menilai 
bahwa dilihat dari ukuran rudal 
Korea Utara, “sangat mungkin 
sebuah perangkat nuklir” dapat 
dipasang pada rudal balistik 
jarak jauh, jarak menengah dan 
jarak pendek.

Negara Anggota, bagai-
manapun, menyatakan tidak 

pasti apakah DPRK telah 
mengembangkan rudal balistik 
yang tahan terhadap panas yang 
dihasilkan selama re-entry,” 
bunyi laporan itu yang dilan-
sir Selasa (9/2). DPRK adalah 
singkatan dari Republik Rakyat 
Demokratik Korea (DPRK), 
nama resmi Korea Utara.

Meskipun tidak ada uji 
coba senjata nuklir atau pun 
rudal balistik pada tahun 2020, 
Pyongyang mengumumkan 
persiapan untuk pengujian dan 
produksi hulu ledak rudal bal-
istik baru dan pengembangan 
senjata nuklir taktis.

Misi PBB Korea Utara 
di New York tidak segera 
menanggapi permintaan ko-
mentar atas laporan tersebut.

Korea Utara pernah me-
ledakkan terowongan di si-
tus uji coba nuklir utamanya, 
Punggye-ri, pada 2018, dengan 
mengatakan itu adalah bukti 
komitmennya untuk mengakhiri 
uji coba nuklir. Namun, negara 
anggota tak dikenal mengatakan 
kepada pengawas PBB bahwa 
masih ada personel di lokasi terse-
but, menunjukkan bahwa situs itu 
belum ditinggalkan.  tom


